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Pembahasan skripsi ini adalah sekitar tentang peranan Pemerintah Daerah di
Kecamatan Ulu Bananan Kabupaten Padang [awas dalam hal pengelolaan dan
pendayagunaap sumber daya hutan upink meningkatkan kescjahteraan amasyarakst
dengzn mremperhatikan aspek lingkuagan bedup.

Permasalahan yang disjukan adalah bagpimana peranan Pemerintah Daerah
dalam pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya hutan untuk meaingleatism
kescjahlevaan masywakatpya dan bsgaimuna kepdala yang dihadepi Pemeninish
Daerah dalam pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya hutan untuk
meaingkatkan kesejahterasn masyarekatnya.

Untwk memhahas peymasalahan tersebut maka dilakukan penelitian sexara
K =—=—=-n dap penelitian lapangsn yang dilskukan di Kantor Kecamaten Ulu
Barumun Kabupaten Padang Lawas untuk mendapatkan informasi ataupun data
yang berhubungan dengen pembahasao skripsi ini.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan peogelolaan dan peodayagunaan
sumber daya hutan sangat berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakal
karens deugan pervan tumma maka hasit hutan dapat difimgsikan untuk peningkstan
ekonomi masyarakst yang secara langsung berhubungan dengan kesejahteraan
masyarakat Dalam hal pelakwmmas pernungaudan hasil betan (kayw) yang diatar di
dalamm Undang-Undang Pokok Kehuwman dengan pemeliharaan tanah sebagaimarm

diatw’ di dalam UUPA tesdapa) pertentangan kepeofingan. karena kedua undang-
undang bestitel pokok selain ketentuen yang diatumya, atau dengan kata lain baik

UUPA maupun UUPK mengatur mengenai tanah secara umum sehingga tidak dapat
diterepkan secara objektif di dalam prakieknya tennama di dalam perlindungan sanah
butan  Hubungan aniara Hukum Admiaistrasi Negara dengan pemelibaraan tanah ini
pada pokoknya wmoupakap suatu bentuk bubungan yang disandarkan kepada
terselenggarapya proses pemeliharazn tanah beserta lingkungennya di  dalam
pelaksanaan penguasaan hak pengelolaan hutan. Sehingga apabila pihak pengelola
hutean sebagai pihak yang menjalankan ketentuan administrasi eegara terutama di
dalam hubungan kewajibannya sebagai pemegang HPH maka kepadanya dapat
dikenakan tindakan admausBesi berupa pencabutan izin HPH dan tindakan hukum

\ainmya.
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